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ABSTRAK 

 

Penelitian ini menganalisis implementasi perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

dalam penggajian dan pengupahan di PG Meritjan. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi 

kesesuaian perhitungan PPh Pasal 21 dengan peraturan perpajakan yang berlaku serta 

mengidentifikasi potensi optimalisasi dalam prosesnya. Metode penelitian menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan terhadap komponen penghasilan 

karyawan, perhitungan PPh Pasal 21, dan mekanisme pemotongan pajak dalam sistem 

penggajian periode 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PG Meritjan telah 

menerapkan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai PMK No. 111/PMK.03/2019. Komponen 

penghasilan yang diperhitungkan meliputi gaji pokok, tunjangan, bonus, dan benefit dalam 

bentuk natura yang disetarakan dengan uang. Perhitungan dilakukan dengan 

mempertimbangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tarif progresif sesuai 

lapisan penghasilan karyawan. Sistem penggajian terintegrasi membantu akurasi 

perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21. Penelitian merekomendasikan beberapa 

penyempurnaan sistem seperti: otomatisasi update peraturan perpajakan terbaru, 

peningkatan fitur simulasi perhitungan pajak, dan optimalisasi pelaporan digital. Implikasi 

praktis penelitian memberikan masukan bagi perusahaan sejenis dalam mengembangkan 

sistem penggajian yang compliance terhadap regulasi perpajakan. 

Kata Kunci: PPh Pasal 21, Sistem Penggajian, PG Meritjan 

  

ABSTRACT 

 

This study analyzes the implementation of the calculation of Income Tax (PPh) Article 21 

in the payroll and wage system at PG Meritjan. The purpose of the study is to evaluate the 

suitability of the calculation of Income Tax Article 21 with applicable tax regulations and 

identify the potential for optimization in the process. The research method uses a 

descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, 

interviews, and documentation. The analysis was carried out on the components of 

employee income, the calculation of Income Tax Article 21, and the tax withholding 

mechanism in the payroll system for the 2023 period. The results of the study show that PG 

Meritjan has implemented the calculation of Income Tax Article 21 in accordance with 

PMK No. 111/PMK.03/2019. The income components that are taken into account include 

basic salary, allowances, bonuses, and benefits in the form of in-kind equivalent to money. 

The calculation is carried out by considering Non-Taxable Income (PTKP) and progressive 

rates according to the employee's income layer. An integrated payroll system helps with 

the accuracy of the calculation and reporting of Income Tax Article 21. The research 

recommends several system improvements such as: automating the latest tax regulation 

updates, improving tax calculation simulation features, and optimizing digital reporting. 

The practical implications of the research provide input for similar companies in 

developing a payroll system that complies with tax regulations.  
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PENDAHULUAN  

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa 

upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan 

dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan 

yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Setiap pemberi kerja, 

termasuk Pabrik Gula Meritjan itu sendiri, wajib untuk melakukan perhitungan, 

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang 

diterima oleh karyawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pabrik Gula Meritjan adalah salah satu unit usaha yang bergerak dalam 

industri pengolahan tebu menjadi gula, memiliki sistem penggajian yang kompleks 

dengan berbagai komponen seperti gaji pokok, tunjangan, dan berbagai fasilitas 

kesejahteraan karyawannya. Dalam pelaksanaannya, perhitungan PPh Pasal 21 di 

Pabrik Gula Meritjan harus memperhatikan berbagai aspek seperti status 

perkawinan dari karyawan, jumlah tanggungan, dan besaran penghasilan tidak kena 

pajak (PTKP), serta komponen pengurang seperti iuran pensiun dan BPJS yang 

dibayarkan. 

Kompleksitas dalam perhitungan PPh Pasal 21 ini menuntut adanya sistem 

yang terstruktur dan terorganisir dengan baik, hal ini untuk memastikan keakuratan 

perhitungan dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini 

sangat penting mengingat PPh Pasal 21 tidak hanya berkaitan dengan kewajiban 

perusahaan terhadap negara, akan tetapi juga akan berdampak langsung pada 

penghasilan yang diterima oleh karyawan PG Meritjan. Oleh karena itu, 

pemahaman yang mendalam tentang mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 di 

Pabrik Gula Meritjan menjadi sangat penting untuk memastikan terpenuhinya aspek 

kepatuhan pajak sekaligus menjaga kesejahteraan karyawan. 

Dalam konteks ini, analisis terhadap perhitungan PPh Pasal 21 pada 

penggajian dan pengupahan di Pabrik Gula Meritjan menjadi penting untuk 

dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian implementasi dengan ketentuan 

perpajakan yang berlaku, serta mengidentifikasi area yang masih memerlukan 

perbaikan atau penyempurnaan. Hal ini juga dapat memberikan masukan berharga 

bagi manajemen dalam mengembangkan sistem penggajian yang lebih efektif dan 

efisien di masa mendatang. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk 

memahami secara mendalam proses perhitungan PPh Pasal 21 dalam penggajian 

dan pengupahan di PG Meritjan. Analisis deskriptif Menggambarkan kondisi yang 

sebenarnya terkait dengan proses perhitungan PPh pasal 21, seperti jumlah karyawan, 

besaran gaji, dan jenis tunjangan yang dikenakan pajak. 

Penelitian ini dilakukan di PG Meritjan yang berlokasi di Kabupaten Kediri, 

Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa PG 
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Meritjan adalah salah satu pabrik gula yang memiliki sistem penggajian yang 

kompleks dengan jumlah karyawan yang signifikan dan di PG Meritjan belum 

pernah diadakan penelitian terkait judul penelitian tersebut. Penelitian dilaksanakan 

selama 1,5 bulan, dimulai dari tahap persiapan hingga analisis data. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Tabel 1. Lemburan Karyawan Pabrik Gula Meritjan 

 

*Nama-nama dalam tabel telah disamarkan dan telah mendapatkan persetujuan dari PG Meritjan. 

 

Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 21 pada Penggajian dan Pengupahan di Pabrik Gula Meritjan 

 

*Nama-nama diatas telah disamarkan dan telah mendapatkan persetujuan dari PG Meritjan. 
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Tabel 3. Rekapitulasi Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Penggajian dan 

Pengupahan di Pabrik Gula Meritjan 

 
 

Berdasarkan olah data pada Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3, Perhitungan Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada penggajian dan pengupahan di Pabrik Gula 

Meritjan menunjukkan bahwa sistem sudah terstruktur dan sesuai dengan ketentuan 

perpajakan yang berlaku. Komponen penggajian terdiri dari gaji pokok tetap, 

tunjangan jabatan, serta berbagai komponen BPJS seperti Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), BPJS Kesehatan, dan Jaminan Pensiun 

yang menjadi faktor pengurang dalam perhitungan pajak. 

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat diambil contoh perhitungan PPh 21 

untuk beberapa karyawan seperti Dimas Santoso dengan status TK1 (Tidak Kawin 

dan memiliki 1 tanggungan) yang mendapat gaji pokok sebesar Rp 4.460.000 dan 

tunjangan Rp 3.485.000, menghasilkan penghasilan bruto Rp 12.199.650 dengan 

PPh 21 sebesar Rp 576.910. Sementara itu, Cahya Putri dengan status K2 (Kawin 

dan memiliki 2 tanggungan) mendapat gaji pokok Rp 5.000.000 dan tunjangan Rp 

3.520.000, menghasilkan penghasilan bruto Rp 10.523.114 dengan PPh 21 sebesar 

Rp 135.314. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi besaran PPh 21 di Pabrik Gula Meritjan 

meliputi status perkawinan yang mempengaruhi PTKP, jumlah tanggungan, 

besaran gaji pokok dan tunjangan, serta komponen BPJS yang menjadi pengurang. 

Pola perhitungan tersebut dimulai dari penentuan penghasilan bruto yang 

merupakan akumulasi dari gaji dan tunjangan, kemudian dikurangi dengan BPJS 

dan biaya jabatan, dilanjutkan dengan penerapan PTKP sesuai status, dan terakhir 

penghitungan PPh secara progresif. 

Hasil analisis menunjukkan adanya variasi signifikan dalam PPh 21 antar 

karyawan yang dipengaruhi oleh status perkawinan. Sistem penggajian telah 
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mempertimbangkan berbagai tunjangan dan pemotongan wajib untuk BPJS serta 

jaminan sosial lainnya. Pabrik Gula Meritjan telah menerapkan sistem yang 

memenuhi kewajiban jaminan sosial karyawan dan mengikuti ketentuan perpajakan 

yang berlaku. 

Untuk pengembangan ke depan, beberapa rekomendasi yang dapat 

dipertimbangkan antara lain perlunya dokumentasi yang lebih rapi untuk tracking 

perhitungan, pembuatan sistem otomatisasi perhitungan untuk mengurangi 

kesalahan, pemberian pemahaman kepada karyawan tentang komponen gaji, serta 

pelaksanaan review berkala untuk memastikan keakuratan perhitungan. Dengan 

demikian, sistem perhitungan PPh 21 di Pabrik Gula Meritjan tidak hanya 

menjamin kepatuhan terhadap peraturan perpajakan tetapi juga memperhatikan 

kesejahteraan karyawan melalui berbagai tunjangan dan jaminan sosial. 

 

SIMPULAN DAN SARAN  
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

pada sistem penggajian dan pengupahan di Pabrik Gula Meritjan, dapat 

disimpulkan:  

1. Sistem perhitungan PPh pasal 21 telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan UU perpajakan yang berlaku, dengan mempertimbangkan 

beberapa komponen seperti gaji pokok, tunjangan, dan faktor pengurang 

seperti BPJS. 

2. Perhitungan PPh pasal 21 di pabrik gula Meritjan juga memperhatikan 

status perkawinan dan jumlah tanggungan karyawan dalam penentuan 

PTKP, karena hal tersebut mempengaruhi besaran pajak yang harus 

dibayarkan. 

3. Pabrik Gula Meritjan juga menerapkan sistem penggajian yang telah 

terstruktur yaitu dengan memperhatikan berbagai aspek kesejahteraan 

karyawan melalui tunjangan serta jaminan sosial. 

4. Dokumentasi perhitungan PPh pasal 21 telah tersistematis dalam sistem 

penggajian, meskipun masih memerlukan beberapa penyempurnaan untuk 

mengoptimalkan efisiensi dalam sistem tersebut. 

 

SARAN: 

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perhitungan PPh pasal 

21 di Pabrik Gula Meritjan, beberapa saran dari penulis yang dapat dijadikan 

pertimbangan antara lain: 

1. Pengembangan Sistem 

a) Menerapkan sistem perhitungan otomatis untuk mengurangi risiko 

kesalahan. 

b) Membuat data base terintegrasi untuk memudahkan tracking dan 

dokumentasi. 
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c) Mengembangkan sistem pelaporan digital yang lebih terstruktur. 

 

2. Peningkatan SDM 

a) Memberikan pelatihan berkala kepada staff dan karyawan penggajian 

tentang update aturan perpajakan. 

b) Meningkatkan pemahaman karyawan tentang komponen gaji dan 

perhitungan pajak. 

c) Mengadakan sosialisasi rutin terkait perubahan kebijakan perpajakan. 

 

3. Pengawasan dan Evaluasi 

a) Melakukan audit internal secara berkala. 

b) Menerapkan sistem cross-check untuk memastikan keakuratan 

perhitungan. 

c) Membuat jadwal evaluasi rutin untuk memantau efektivitas sistem. 

 

4. Dokumentasi dan Administrasi 

a) Memperbaiki dan mengembangkan sistem pengarsipan dokumen 

perpajakan. 

b) Membuat prosedur yang lebih detail untuk proses perhitungan dan 

pelaporan. 

c) Mengimplementasikan sistem backup data yang lebih aman. 

 

5. Komunikasi 

a) Meningkatkan koordinasi antar departemen terkait.  

b) Menciptakan transparansi dalam penyampaian informasi. 

c) Menyediakan fasilitas konsultasi pajak bagi staf dan karyawan. 
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